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KEWENANGAN NEGARA DALAM PENCABUTAN HAK ATAS TANAH 
DEMI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM
Oleh 
M. Hendra Aldila, Herawan Sauni, dan Emelia Kontesa
Abstract
The study, entitled "The Authority of State in the Revocation of Land 
Ownership Right due to the Development of Public Interest" aimed to find 
out what kind of authority applied by the State in order to have the 
legitimacy or the force of law wich can make the revocation of right on 
land owned by the people due to the development of public interest. The 
method used in this study is a normatively legal research, i.e. by doing 
literature study. The discussion was based on documents and regulations 
and other references relating to the Agrarian Law issues mainly relating to 
the Revocations of Land Ownership Rights. The problem approach in his 
research was done statute approach. Which combined primary data, 
secondary and tertiary ones with qualitative analysis and systematic 
thinking. The result of the this study are that the authority applied by the 
State comprises the attribution of authority from the 1945 Constitution, and 
the authority of delegations given from an organ of government to other 
under the rules or regulations, and authority of mandate that occurs 
hierarchically between supervisors and subordinates. The conclusion of 
this study is that the State has full authority in regulating land ownership 
right in Indonesia, and the people have an obligation to concern 
thepublic interest above personal interest. As for suggestions, the State 
should revise the system of laws and regulations that are applied in the 
case of land ownership rights arrangements, so as not to harm the people 
and the development will still run well.
Keywords : The Authority of State, The Revocation of Land Ownership 
Right, The Development of Public Interest
A. PENDAHULUAN
Ada berbagai kepen-
tingan yang saling ber-
tentangan antara satu de-
ngan lainnya berkenaan de-
ngan persoalan tanah dalam 
pembangunan. Rakyat dan 
Negara sama-sama dilindu-
ngi haknya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Berbagai masalah yang terdapat 
dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan 
umum telah coba diminimalisir 
melalui berbagai peraturan-
peraturan.
Uraian mengenai beberapa 
produk hukum yang telah di-
hasilkan yang mengatur masalah 
bidang keagrarian setelah ber-
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lakunya UUPA tersebut kira-
nya, telah menjelaskan ke-
pada kita, di samping 
beragamnya peraturan yang 
mengatur masalah agrarian 
khususnya tanah yang ber-
sifat parsial. Adanya ke-
tentuan-ketentuan hukum 
tersebut, terlepas dari apa-
kah bertentangan atau tidak 
bertentangan dengan UUPA, 
keberadaan ketentuan ter-
sebut suka atau tidak dari sisi 
pengalokasian tanah untuk 
keperluan sektor-sektor pem-
bangunan yang telah mem-
peroleh pijakan hukum ter-
sebut telah mempunyai 
pengaruh besar terhadap 






atau regulasi mengenai pe-
ngadaan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepenting-
an umum dalam rangka 
memberikan keadilan dan 
kesejahteraan bagi masyara-
kat, namun tetap saja ada 
beberapa permasalahan 
yuridis dalam peraturan 
perundang-undangan ter-
sebut yang luput dari 
perhatian penyusun per-
                                                          
1 Herawan Sauni, Politik Hukum Agraria, 
Kajian Atas Landreform dalam Rangka 
Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Pustaka 
Bangsa Pers, Kampus USU, 2006, hlm. 292.
aturan perundang-undangan, ya-
itu meliputi aspek yuridis formal 
dan aspek yuridis materil. 
Aspek yuridis formal terkait 
bentuk peraturan perundang-
undangan yang mewadahi peng-
aturan mengenai pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum 
yang masih menggunakan 
Peraturan Presiden. Sedangkan 
aspek yuridis materil terkait 
pembatasan kriteria kepentingan 
umum yang masih belum jelas, 
panitia pengadaan tanah, serta 
penetapan bentuk dan besarnya 
ganti rugi.
Berdasarkan uraian latar 
belakang di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan se-
bagai berikut: (1) Bagaimanakah 
kewenangan negara dalam 
pencabutan hak atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum? (2) Bagaimanakah ham-
batan pelaksanaan kewenangan 
negara dalam pencabutan hak 
atas tanah demi pembangunan 
kepentingan umum?
B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah pe-
nelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian dengan cara melaku-
kan studi kepustakaan. Pem-
bahasan didasarkan pada 
dokumen-dokumen dan per-
aturan-peraturan serta referensi 
lain yang berkenaan dengan 
permasalahan hukum agaria 
terutama yang berkaitan dengan 
pencabutan hak atas tanah.







ach). Pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statu-
te approach) adalah pen-
dekatan dengan mengguna-
kan legislasi dan regulasi.
Dengan melihat berbagai 
peraturan yang berlaku 
berkenaan dengan penca-
butan hak atas tanah di 
Indonesia dan di sesuaikan 
dengan permasalahan yang 
diteliti.
C.HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
1. Kewenangan Negara da-
lam Pencabutan Hak Atas 
Tanah demi Pembangunan 
Kepentingan Umum
Hubungan individu de-
ngan tanah adalah hubung-
an hukum yang melahirkan 
hak dan kewajiban. Sedang-
kan hubungan negara de-
ngan tanah melahirkan ke-
wenangan dan tanggung 
jawab.2 Dalam teori kewena-
ngan, kewenangan negara 
dalam pencabutan hak atas 
tanah demi pembangunan 
kepentingan umum dapat 
penulis uraikan sebagai 
berikut:
a. Kewenangan Atribusi
                                                          
2 Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas 
Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju, 
Bandung, 2006, hlm. 85.
Suatu kewenangan atribusi 
menunjuk kepada kewenangan 
yang asli atas dasar ketentuan 
hukum tata negara. Atribusi 
merupakan wewenang untuk 
membuat keputusan  yang lang-
sung bersumber kepada undang-
undang dalam arti materil. 
Rumusan lain mengatakan bahwa 
atribusi merupakan pembentukan 
wewenang tertentu dan pem-
beriannya kepada organ tertentu. 
Yang dapat membentuk wewe-
nang adalah organ yang 
berwenang berdasarkan per-
aturan perundang-undangan.3   
Kewenangan atribusi dalam 
kewenangan negara melakukan 
pencabutan hak atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum dapat kita lihat dari 
legitimasi peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang 
nyata terlihat dan memberikan 
kewenangan atribusi kepada 
negara dalam hal ini pemerintah 
yakni:
1) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), 
yang menyatakan bahwa: 
“Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di-
dalamnya dikuasai oleh negara 




jelaskan dua hal, yaitu bahwa 
secara konstitusional negara 
memiliki legitimasi yang kuat untuk 
                                                          
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000, hlm. 55.
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menguasai tanah sebagai 
bagian dari bumi, namun 
penguasaan tersebut harus 
dalam kerangka untuk 
kemakmuran rakyat. Secara 
teoritis, pengaturan itu se-
sungguhnya bersifat deklara-
tif. Artinya, dengan atau 
tanpa ketentuan Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 di atas, 
negara Indonesia tetap 
sebagai pemegang hak me-
nguasai negara atas bumi, 
air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya.
2) Undang-Undang No. 5 
Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA)
Kewenangan atribusi  
juga dapat kita temukan dan 
dilihat dalam Peraturan 
dibawah UUD yakni di dalam 
Pasal 2 ayat (2) UUPA secara 
tegas dijabarkan isi kewena-
ngan dari hak menguasai 
negara tersebut. Salah satu 
isinya adalah mengatur dan 
menyelenggarakan persedia-
an tanah. Substansi Pasal 2 
ayat (2) dapat ditafsirkan 
termasuk persediaan tanah 
bagi keberlanjutan pemba-
ngunan untuk kepentingan 
umum. Adapun tujuan dari 
Undang-Undang No. 21 
Tahun 1961 tentang Pen-
cabutan Hak Atas Tanah dan 
Benda-benda yang Ada 
Diatasnya (Undang-Undang 
Pencabutan Hak). Undang-
Undang Pencabutan Hak adalah 
untuk menyelenggarakan kepen-
tingan umum, maka elemen 
kepentingan umum inilah yang 
harus dijadikan pedoman, yaitu 
sampai di manakah sesuatu 
perbuatan pemerintah itu me-
menuhi adanya persyaratan 
“kepentingan umum” yang 
dimaksud.
3) UU No. 21 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak Atas Tanah 
dan Benda Benda-benda yang 
Ada Diatasnya
Dalam Pelaksanaan kewe-
nangan negara melakukan 
pencabutan hak atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum, kewenangan Atribusi  ini 
dapat kita lihat dari pemberian 
tanggung-jawab keputusan di-
cabut atau tidaknya hak atas 
tanah tersebut oleh Presiden. 
Karena yang memiliki hak dan 
yang bertanggung jawab untuk 
hal tersebut adalah Presiden.
Selain itu, kewenangan 
atribusi kepada Presiden dapat 
kita lihat dari pengertian ke-
pentingan umum pada Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1961 tentang Pencabutan Hak-
hak atas Tanah dan Benda-benda 
yang Ada Diatasnya menyebut-
kan : 
“Untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan Bangsa 
dan Negara serta kepentingan 
bersama dari rakyat, sedemiki-
an pula kepentingan pemba-
ngunan, maka Presiden dalam 
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keadaan yang memaksa 
setelah mendengar Men-
teri Agraria, Menteri 
Kehakiman dan menteri 
yang bersangkutan dapat 
mencabut hak-hak atas 
tanah dan benda-benda 
yang ada diatasnya”.
Pencabutan hak atas 
tanah untuk kepentingan
umurn adalah merupakan 
suatu cara yang terakhir 
untuk memperoleh tanah 
yang sangat diperlukan guna 
keperluan-keperluan tertentu 
untuk kepentingan umum. 
Seperti yang tercantum 
dalam Pasal 2 UU No. 21 
Tahun 1961, yang menyata-
kan bahwa: 
(1) Permintaan untuk me-
lakukan pencabutan 
hak atas tanah dan/ 
atau benda tersebut 




raan Menteri Agraria, 




yang oleh undang-undang 
diberi wewenang untuk 
mempertimbangkan dan me-
mutuskan apakah benar 
kepentingan umum meng-
haruskan dilakukannya pen-
cabutan hak atas tanah 
tersebut. Keputusan Presiden 
itu tidak dapat diganggu 
gugat di muka pengadilan. 
Setelah surat keputusan dari 
Presiden keluar dan telah 
disampaikan kepada mereka 
haknya dicabut dan isinya harus 
diumumkan di dalam surat kabar 
barulah penguasa tanah yang 
baru dapat melakukan kegiatan-
nya setelah diterimanya surat 
keputusan dari Presiden dan 
dilakukannya pembayaran ganti 
kerugian kepada yang berhak, 
dan melakukan penampungan 
terhadap mereka yang ber-
tempat tinggaI di atas tanah 
tersebut.
Setelah dilakukan berbagai 
cara lain tidak membawa hasil 
sebagaimana yang diharapkan 
sedangkan keperluan untuk pem-
bangunan tanah yang dimaksud 
sangat mendesak sekali. Yang 
berwenang melakukan pencabut-
an hak atas tanah adalah 
Presiden sebagai pejabat ekseku-
tif yang tertinggi setelah men-
dengar penjelasan Menteri Dalam 
Negeri. Menteri Kehakiman dan 
menteri yang bersangkutan yaitu 
menteri yang bidang tugasnya 
meliputi usaha yang meminta 
dilakukannya pencabutan hak 
atas tanah tersebut.
Menteri Dalam Negeri 
memberi pertimbangan dari segi 
agraria dan politik, menteri 
Kehakiman dari segi hukumnya, 
Sedangkan Menteri yang ber-
sangkutan mengenai fungsi dari 
pada dilakukannya pencabutan 
hak itu dalam masyarakat. 
Apakah tanah atau benda yang 
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diminta itu benar-benar 
diperlukan secara mutlak 




gaskan suatu pelimpahan 
wewenang kepada badan 
pemerintahan yang lain. 
Delegasi diartikan sebagai 
penyerahan wewenang oleh 
pejabat pemerintahan (peja-
bat TUN) kepada pihak lain 
dan wewenang tersebut 
menjadi tanggung jawab 
pihak lain tersebut. Yang 
memberi/melimpahkan we-
wenang disebut delegans 
dan yang menerima disebut 
delegataris. Jadi suatu dele-
gasi selalu didahului oleh 




tan hak atas tanah, 
kewenangan delegasi dapat 
kita mengerti dari proses atau 
prosedur pelaksanaan pen-
cabutan hak atas tanah. 
Dalam kaitan ini, sebagai-
mana diatur dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 1961, 
telah ditentukan prosedur 
yang harus ditempuh dalam 
                                                          
4 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan 
Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang 
Mediatama, Palangkaraya, 2009, hlm. 72.
pelaksanaan pencabutan hak 
atas tanah ini. 
Prosedur pencabutan hak 
atas tanah tersebut dapat dibagi 
ke dalam 2 (dua) kategori, yakni:
1) Prosedur biasa/normal
Prosedur pencabutan hak 
dengan kategori biasa/umum ini 
diatur dalam Pasal 2, dan 3 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1961 tentang Pencabutan Hak-
Hak Tanah dan Benda-benda 
yang Ada di Atasnya, dalam Pasal 
2 menyebutkan bahwa:
1) Permintaan untuk melakukan
pencabutan hak atas tanah 
dan/atau benda tersebut 
pada pasal 1 diajukan oleh 
yang berkepentingan ke-
pada Presiden dengan 
perantaraan Menteri Agraria, 
melalui Kepala Inspeksi 
Agraria yang bersangkutan. 
2) Permintaan tersebut pada





bahwa untuk kepentingan 
umum harus dilakukan 
pencabutan hak itu.
b)Keterangan tentang nama 
yang berhak (jika mungkin) 
serta letak, luas dan ma-
cam hak dari tanah yang 
akan dicabut haknya serta 
benda-benda yang ber-
sangkutan. 
c) Rencana penampungan 
orang-orang yang haknya 
akan dicabut itu dan kalau 




rap tanah atau me-
nempati rumah yang 
bersangkutan.
Kemudian dalam Pasal 
3 menyebutkan bahwa:
(1) Setelah menerima per-
mintaan yang dimak-
sud dalam Pasal 2 
maka Kepala Inspeksi 
Agraria segera :












hak itu dan tentang 
p e n a m p u n gan 
orang-orang seba-
gai yang dimaksud-
kan dalam pasal 2 
ayat 2 huruf c. 
(b) meminta kepada 
Panitya Penaksir ter-






yang haknya akan 
dicabut itu.
(2) Di dalam waktu selama
-lamanya tiga bulan 
sejak diterimanya perminta-
an Kepala Inspeksi Agraria 
tersebut pada ayat 1 pasal 
ini maka :
(a)para Kepala Daerah itu 
harus sudah menyampaikan 
pertimbangannya kepada 
Kepala Inspeksi Agraria. 
(b)Panitya Penaksir harus 
sudah menyampaikan tak-
siran ganti kerugian yang 
dimaksudkan itu kepada 
Kepala Inspeksi Agraria.
(3) Setelah Kepala Inspeksi 
Agraria menerima pertimba-
ngan para Kepala Daerah 
dan taksiran ganti-kerugian 
sebagai yang dimaksud 
dalam ayat 2 pasal ini, 
maka ia segera menyam-
paikan permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak 
itu kepada Menteri Agraria, 
dengan disertai 
pertimbangannya pula. 
(4) Jika di dalam waktu 
tersebut pada ayat 2 pasal 
ini pertimbangan dan/atau 
taksiran ganti-kerugian itu 
belum diterima oleh Kepala 
Inspeksi Agraria, maka 
permintaan untuk melaku-
kan pencabutan hak ter-
sebut diajukan kepada 
Menteri Agraria, dengan 
tidak menunggu pertimba-
ngan Kepala Daerah dan/
atau taksiran ganti-kerugian 
Panitya Penaksir.
(5) Dalam hal tersebut pada 
ayat 4 pasal ini, maka 
Kepala Inspeksi Agraria di 







(6) Oleh Menteri Agraria 
permintaan tersebut di







da Presiden untuk 
mendapat keputusan.
Berdasarkan pasal ter-
sebut di atas, pelaksanaan 
pencabutan hak atas tanah 
dilakukan melalui tahapan 
sebagai berikut:
1) Instansi yang memerlukan  
tanah tersebut mengaju-
kan permohonan melalui 
Kepala Inspeksi Agraria 
(sekarang Kakanwil BPN 
Provinsi), disertai alasan-
alasannya, keterangan ta-
nah termasuk di dalamnya 
nama yang berhak, luas 
dan jenis haknya serta 
adanya rencana penam-
pungan warga yang ada 
di atasnya.
2) Diminta pertimbangan ke-
pada Kepala Daerah yang 
bersangkutan tentang per-
mohonan tersebut dan 
rencana penampungan-
nya, kecuali dalam ke-
adaan yang benar-benar 
mendesak, pertimbangan ter-
sebut dapat diabaikan.
3) Dibentuk Panitia Penaksir untuk 
menghitung dan menetapkan 
ganti kerugian.
4) Diminta rekomendasi dan 
Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI), Menteri 
Kehakiman (sekarang Menteri 
Hukum dan HAM) dan Menteri 
yang bersangkutan.
5) Berkas permohonan diteruskan 
ke Presiden untuk diterbitkan 
keputusan pencabutan haknya.
6) Keputusan tentang pencabut-
an hak ini dimuat dalam Berita 
Acara Negara dan isinya juga 
dimuat dalam surat kabar serta 
diberitahukan kepada yang 
bersangkutan.
7) Apabila pihak yang dicabut 
haknya tidak menerima pe-
netapan  besarnya nilai ganti 
rugi yang ditetapkan Panitia 
Penaksir, dapat mengajukan 
upaya hukum banding ke 
Pengadilan Tinggi 1 (satu) bulan 
sejak keputusan Presiden di-
terbitkan. Dalam hal upaya 
hukum banding, pihak yang 
dicabut haknya tidak dapat 
mengajukan gugatan dengan 
menyatakan tidak bersedia 
haknya dicabut, tetapi dibatasi 
dalam hal penentuan besarnya 
ganti rugi yang ditawarkan 
Pemerintah dan pihak 
Pengadilan Tinggi pun hanya 
akan menetapkan apakah 
tetap pada jumlah yang 
ditawarkan Pemerintah atau 
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menaikkan jumlah uang 
ganti rugi tersebut.5
2) Prosedur khusus karena 
mendesak
Apabila keadaan sa-
ngat mendesak yang me-
merlukan penguasaan tanah 
dengan segera dan tidak 
dimungkinkan lagi untuk 
meminta pertimbangan dan 
instansi/Menteri lain sebagai-
mana ditentukan dalam 
tahapan-tahapan di atas, 
maka dalam Pasal 6 
dimungkinkan untuk melaku-
kan pencabutan hak dengan 
menyimpang dan ketentuan 
Pasal 2 dan 3 di atas. Seperti 
yang tertulis dalam Pasal 6 UU 
No. 20 Tahun 1961  tentang 
Pencabutan Hak-Hak Tanah 
Dan Benda-Benda yang Ada 
Diatasnya, yang menyebut-
kan bahwa:
(1) Menyimpang dari ke-
tentuan Pasal 3, maka 
dalam keadaan yang 
sangat mendesak yang 
memerlukan pengua-









                                                          
5 A.P. Perlindungan, Komentar Atas 
Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, 
Bandung, 1993, hlm.102.
hak tersebut pada Pasal 2 
kepada Menteri Agraria, 
tanpa disertai taksiran ganti-
kerugian Panitia Penaksir 
dan kalau perlu juga 
dengan tidak menunggu 
diterimanya pertimbangan 
Kepala Daerah. 
(2) Dalam hal tersebut pada 
ayat 1 pasal ini, maka 
Menteri Agraria dapat 
mengeluarkan surat kepu-
tusan yang memberi per-
kenan kepada yang ber-
kepentingan untuk mengua-
sai tanah dan/atau benda-
benda yang bersangkutan. 
Keputusan penguasaan ter-
sebut akan segera diikuti 
dengan keputusan Presiden 
mengenai dikabulkan atau 
ditolaknya permintaan un-
tuk melakukan pencabutan 
hak itu. 
(3) Jika telah dilakukan pe-
nguasaan atas dasar surat 
keputusan tersebut pada 
ayat 2 pasal ini, maka 
bilamana kemudian permin-
taan pencabutan haknya 
tidak dikabulkan, yang 
berkepentingan harus me-
ngembalikan tanah dan/-
atau benda-benda yang 
bersangkutan dalam ke-
adaan semula dan/atau 
memberi ganti-kerugian 
yang sepadan kepada 
yang mempunyai hak. 
Prosedur yang ditempuh 
dalam hal ini adalah atas 
permintaan yang berkepentingan, 
M. Hendra A., Herawan S., dan Emelia K. Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012
427
Kepala Inspeksi Agraria 
(sekarang Kakanwil BPN 
Provinsi) menyampaikan per-
mintaan untuk melakukan 
pencabutan hak kepada 
Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI), tanpa disertai 
taksiran ganti kerugian dan 
Panitia Penaksir dan kalau 




mohonan tersebut, Menteri 
Agraria (sekarang Kepala 
BPN RI) dapat mengeluarkan 
surat keputusan yang mem-
beri perkenan kepada ins-
tansi Pemerintah yang ber-
kepentingan untuk mengua-
sai tanah yang bersangkutan. 
Keputusan  penguasaan ter-
sebut akan segera diikuti 
dengan keputusan Presiden 
mengenai dikabulkan atau 
ditolaknya permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak 
itu. Jika telah dilakukan 
penguasaan atas tanah 
tersebut sementara perminta-
an pencabutan hak tidak 
dikabulkan oleh Presiden, 
maka risiko yang harus 
ditanggung oleh yang ber-
kepentingan adalah tanah 
tersebut harus dikembalikan  
kepada yang bersangkutan 
dalam keadaan semula atau 
harus diberikan ganti kerugi-
an yang sepadan kepada 
yang empunya.
Dalam penjelasan pasal ini 
diuraikan bahwa mungkin saja 
pemberian perkenan oleh Menteri 
Agraria (sekarang Kepala BPN RI) 
untuk menguasal tanah yang 
diperlukan itu tidak selalu diikuti 
dengan keputusan pencabutan 
hak oleh Presiden, disebabkan 
misalnya karena pemberian 
perkenan dari Menteri Agraria 
(sekarang Kepala BPN RI) tersebut 
mungkin didasarkan atas bahan-
bahan yang tidak lengkap, 
karena keputusannya harus di-
ambil dalam waktu yang singkat.
Dalam praktik, keadaan 
yang demikian pernah terjadi 
pencabutan hak atas tanah yang 
tidak dilakukan dengan keputusan 
presiden dan hanya perkenan 
dari Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI) dan tindakan 
tersebut menjadi objek perkara di 
Pengadilan Negeri hingga sampai 
ke Mahkamah Agung, yakni 
Keputusan Mahkamah Agung 
tanggal 5 November 1975 Nomor 
1631/K/Sip/1974, sehingga penca-
butan hak dengan model 
perkenan dan Menteri Agraria 
(sekarang Kepala BPN RI) tersebut 
tidak jadi terlaksana karena tidak 
diikuti dengan penerbitan 
Keputusan Presiden.
Dengan adanya ketentuan 
pasal ini sebenarnya masih ada 
pertanyaan tentang arti dan 
keadaan yang mendesak ter-
sebut.Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1961 tidak memberikan 
penjelasan yang memadai, 
sehingga masih saja dapat 
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ditafsirkan sesuai dengan 
kepentingan pihak penguasa 




soalan tersebut, Instruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 1973 
dalam Pasal 4 telah dijelas-
kan tafsiran dan penguasaan 
atas tanah dalam keadaan 
yang sangat mendesak se-
hingga dapat dilakukan 
pencabutan hak dengan 
prosedur khusus, yakni apa-





an mendesak yang 
penundaan pelaksana-
annya dapat menimbul-




ngat diperlukan dalam 
suatu kegiatan pemba-









ja internal antara atasan dan 
bawahan. Tidak terjadi peng-
akuan kewenangan atau 
pengalihtanganan kewenangan
dalam arti yang diberi mandat 
hanya bertindak untuk dan atas 
namayang memberikan mandat.
Pemberi mandat masih dapat 
menggunakan wewenang bila-
mana mandat telah berakhir. 
Pemberi mandat wajib untuk
memberikan instruksi penjelasan 
kepada yang diserahi wewenang 
dan berhak untuk meminta 
penjelasan mengenai pelaksana-
an wewenang tersebut. Tang-
gung-jawab atas pelaksanaan
wewenang tidak beralih dan 
tetapberada pada pihak yang 
memberi mandat. Dalam pe-
laksaan Pencabutan hak atas 
tanah masih jarang ditemui 
kewenangan mandat, terkecuali 
dengan alasan tertentu.
2. Hambatan Pelaksanaan Ke-
wenangan Negara dalam 
Pencabutan Hak Atas Tanah 
demi Pembangunan Kepenting-
an Umum
Meskipun Indonesia telah 
memiliki berbagai banyak aturan 
atau tata perundangan yang di 
jadikan dasar legitimasi dalam 
mendukung pemerintah men-
jalankan kewenangannya me-
lakukan pencabutan hakatas 
tanah demi pembangunan ke-
pentingan umum, namun masih 
dirasa belum banyak menyelesai-
kan permasalahan tanah itu 
sendiri. 
Perlu adanya pembaharu-
an peraturan yang mengatur 
persolan tanah sehingga akan 




an menjadi isu nasional 
karena jumlahnya yang tinggi 
dan banyaknya kendala 
dalam penyelesaiannya.
Konflik pertanahan yang 
rumit dan tidak kunjung 
mereda dewasa ini disebab-
kan oleh kelemahan regulasi 
dan adanya kesalahan pe-
nerapan hukum pertanahan 
sehingga dalam pelaksana-
annya kepentingan korban 
tidak terlindungi dengan 
pasti.
Dalam kebijakan pem-
bangunan hukum tersebut 
juga tampak jelas bahwa, 
pembangunan hukum tidak 
terlepas dalam kaitannya 
dengan pembangunan da-
lam arti luas yaitu menyang-
kut segala aspek kehidupan 
bangsa.6
Dalam konteks penga-
daan tanah bagi pelaksana-
an pembangunan sarana 
untuk kepentingan umum, 
banyak persoalan yang 
muncul akibat kelemahan 
regulasi. Selain wujud per-
aturan yang sampai se-
karang tidak terbentuk 
Undang-undang, kecuali 
Keputusan Presiden (Kepres) 
RI Nomor 55 Tahun 1993 
Tentang Pengadaan Tanah 
Untuk Kepentingan Umum 
Demi Pembangunan,  dan 
                                                          
6 Herawan Sauni, Loc. Cit., hlm. .227.
Peraturan Presiden (Perpres) RI 
Nomor 36 Tahun 2005 yang 
kemudian diubah dan disempur-
nakan dangan Perpres RI Nomor 
65 Tahun 2006 tentang Penga-
daan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum, aspek material dari 
regulasi yang ada kurang me-
madai sehingga berpotensi me-
nimbulkan masalah. 
Aspek material yang me-
nimbulkan masalah tersebut, an-
tara lain definisi dan cakupan 
kepentingan umum, mekanisme 
pengadaan tanah, bentuk dan 
dasar perhitungan ganti rugi. 
Kesemuanya itu harus diatur 
dengan jelas melalui peraturan 
yang setingkat Undang-undang 
bukan dengan peraturan di-
bawahnya. Salah satu contoh 
selama ini proses pembangunan 
menjadi terhambat karena pemilik 
tanah tidak memberikan tanah-
nya karena memasang harga 
tanah yang terlalu tinggi, se-
hingga membuat proses negosiasi 
harga menjadi memakan waktu 
lama. 
Sehingga diharapkan de-
ngan adanya Peraturan perun-
dangan yang baru nantinya akan 
membuat proses pembangunan 
berjalan cepat. Salah satu 
contohnya dengan cara mema-
sukkan pasal yang berisikan 
bahwa jika tanah atau lahan 
yang dimiliki dibutuhkan untuk 
pembangunan kepentingan 
umum, maka hak milik nya akan 
gugur dan akan diberikan ganti 
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kerugian yang layak. Se-
hingga dengan demikian 
akan membuat proses nego-
siasi harga tidak menghabis-
kan banyak waktu. Kemudian 
masalah yang terkait dengan 
aspek yuridis materil adalah 
berkenaan dengan kriteria 
kepentingan umum, panitia 
pengadaan tanah, serta pe-
netapan bentuk dan besar-
nya ganti rugi.
a. Kriteria kepentingan umum
Menurut Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 
2005, kepentingan umum 
adalah kepentingan sebagi-
an besar lapisan masyarakat. 
Tidak ada pembatasan krite-
ria kepentingan umum dalam 
Peraturan Presiden ini, di-
mana hal tersebut membuka 
kemungkinan pengadaan 
tanah oleh swasta yang 
difasilitasi pemerintah, se-
dangkan biayanya dibeban-
kan kepada swasta/investor. 
Terhadap hal ini akan 
membuka kemungkinan pe-
nafsiran kepentingan umum 
secara luas. Pembangunan 
yang berwawasan kepen-
tingan umum dijelaskan 
dalam Pasal 5 Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 sebagai berikut:
“Pembangunan kepenting-
an umum dilaksanakan 
oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah meli-
puti:
1) Umum, jalan tol, rel kereta 
api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah atau pun di 
wang bawah tanah), salur-
an air minum/air bersih, 
saluran pembuangan air 
dan sanitasi;
2) Waduk, bendungan, ben-
dung irigasi dan pemba-
ngunan pengairan lainnya;
3) Rumah sakit umum dan 
pusat kesehatan masyara-
kat;
4) Pelabuhan, bandar udara, 
stasiun kereta api dan 
terminal;
5) Peribadatan;
6) Pendidikan atau sekolah;
7) Pásar Umum;
8) Fasiltias pemakaman Umum;
9) Fasiltias keselamatan umum;
10) Pos dan telekomunikasi;
11) Sarana olah raga;
12) Stasiun’penyiaran radio, te-
levisi dan sarana pendu-
kungnya;
13) Kantor pemerintah, peme-
rintah daerah, perwakilan 
negara asing, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, dan atau 
lembaga internasional di 
bawah naungan Penserika-
tan Bangsa-Bangsa;
14) Fasiltias Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya;
15) Lembaga pemasyanakatan 
dan rumah tahanan;
16) Rumah susun sederhana;
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17) Tempat pembuangan 
sampah; 




21) Pembangkit, transmisi 
distribusi tenaga listrik.
Arti kepentingan umum 
berdasarkan Peraturan Presi-
den Nomor 36 Tahun 2005 
adalah kepentingan yang 
menyangkut sebagian besar 
masyarakat, sedangkan me-
nurut Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993, yang 
menyangkut seluruh lapisan 
masyarakat. Dari dua ke-
tentuan tersebut akan lebih 
tepat diambil pengertian 
adalah yang berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 yaitu, dengan 
kata-kata sebagian besar 
masyarakat, karena salah 
satu sarana umum itu belum 
tentu dapat dinikmati semua 
masyarakat. 
Kriteria kepentingan 
umum yang diatur dalam 
Peraturan Presiden ini ber-
beda dengan yang terdapat 
di dalam Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993, di-
mana kriteria kepentingan 
umum dalam Keputusan 
Presiden tersebut adalah 
kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat yang dibatasi 
dengan tiga kriteria, yaitu 
kegiatan pembangunannya 
dilakukan dan selanjutnya 
dimiliki pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari 
keuntungan. Dalam Pasal 5 ayat 
(1) Keppres No. 55/1993 dinyata-
kan bahwa:
“Kepentingan pembangunan 
yang dilakukan dan selanjutnya 
dimiliki pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari keun-
tungan, dalam bidang-bidang 
antara lain :
a. Jalan umum, saluran pem-
buangan air;
b. Waduk, bendungan dan 
bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi;
c. Rumah Sakit Umum dan 
pusat-pusat Kesehatan Ma-
syarakat;
d. Pelabuhan atau bandara 
atau terminal;
e. Peribadatan;
f. Pendidikan atau sekolahan;
g. Pasar Umum atau Pasar 
INPRES;
h. Fasilitas Pemakaman Umum;
i. Fasilitas Keselamatan Umum 
seperti tanggul penanggu-
langan bahaya banjir, lahar;
j. Pos dan Telekomunikasi;
k. Sarana Olah Raga;
l. Stasiun penyiaran radio, 
televisi beserta sarana pen-
dukungnya;
m. Kantor Pemerintah;
n. Fasilitas Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia.
Selain itu, pengertian dari 
kepentingan umum dapat pula 
kita lihat pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 
menyebutkan: 
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“Untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari 
rakyat, sedemikian pula 
kepentingan pembangun-
an, maka Presiden dalam 
keadaan yang memaksa 
setelah mendengar Men-
teri Agraria, Menteri 
Kehakiman dan menteri 
yang bersangkutan dapat 
mencabut hak-hak atas 
tanah dan benda-benda 
yang ada diatasnya”.
Jelasnya batasan krite-
ria kepentingan umum sa-
ngat diperlukan untuk me-
nentukan suatu kegiatan 
termasuk kepentingan umum 
atau tidak, sehingga tidak 
memberi peluang untuk 
melakukan penafsiran ten-
tang kepentingan umum, 
dimana hal tersebut dapat 
dipandang sebagai tidak 
adanya kepastian hukum 
mengenai kriteria kepenting-
an umum dalam hal 
pengadaan tanah. Berlaku-
nya Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 ini 
ternyata mendapat tantang-
an dan berbagai elemen 
masyarakat, terutama yang 
menyangkut masalah stan-
dar ganti rugi yang dalam 
Perpres tersebut mengguna-
kan standar NJOP, yang
kedua katagori kepentingan 
umum itu sendiri. Dengan 
berbagai desakan dan 
masyarakat rupanya pemerintah 
cukup sensitif untuk menanggapi-
nya, terbukti pada saat rencana 
perubahan Perpres dan Perpres 
Nomor 36 Tahun 2005 ke Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006, Pernerintah 
selalu menanggapi dengan positif 
semua saran.
Ternyata dengan berjalannya 
waktu perubahan ketentuan pe-
ngadaan tanah telah berubah 
dengan ketentuan baru yaitu 
Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006. Sebetulnya yang 
paling prinsip dalam mendefinisi-
kan kepentingan umum adalah 
memberikan batasan dan definisi 
dan kepentingan umum itu sendiri 
dan bukan lebih menekankan 
kepada jenis dan kepentingan 
umum. Kalau lebih menekankan 
kepada jenis dan kepentingan 
umum, maka berlakunya per-
aturan tidak luwes artinya apa 
yang tidak ada klasifikasi 
kepentingan umum tentu tidak 
bisa dimasukkan pada kelompok 
kepentingan umum. Dan apabila 
dikemudian hari pemerintah akan 
memanfaatkan salah satu lahan 
dengan dalih kepentingan umum 
dan ternyata tidak ada dalam 
kiasifikasi kepentingan umum, 
maka pemerintah dianggap telah 
melakukan perbuatan melawan 
hukum. Perpres 65 Tahun 2006 
tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum di dalam 
Pasal 5 dimana telah ditentukan 
secara limitatif dan konkrit 
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pengertian dari kepentingan 
umum yaitu :
1) Jalan umum dan jalan 
tol, rel kereta api (di 
atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di 
ruang bawah tanah), 
saluran air minum/air 
bersih, saluran pembu-
angan air dan sanitasi 
2) Waduk, bendungan, 
bendungan irigasi dan 
bangunan pengairan 
lainnya;
3) Pelabuhan, bandar uda-
ra, stasiun kereta pi, dan 
terminal;
4) Fasilitas keselamatan 
umum, seperti tanggul 
penanggulangan;
bahaya banjir, lahar, 
dan lain-lain bencana;
5) Tempat pembuangan 
sampah;
6) Cagar alam dan cagar 
budaya;
7) Pembangkit, transmisi, 
distribusi tenaga listrik
Dengan berlakunya 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006, 
ada beberapa jenis kepen-
tingan umum yang tertulis 
dalam Perpres Nomor 36 
Tahun 2005 tetapi tidak 
diberlakukan datam Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006,  
padahal kalau dilihat dan 
segi kondisional ada kemung-
kinan bisa diklasifikasikan 
kepentingan umum, seperti di 
suatu tempat yang hanya 
tersedia satu-satunya lahan 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan umum jenis rumah 
sakit misalnya, akan tetapi dibalik 
itu dan segi yuridis mengatakan 
bahwa rumah sakit sesuai dengan 
ketentuan yang baru tidak 
termasuk katagori kepentingan 
umum, sedangkan berdasarkan 
kebutuhan keberadaannya ru-
mah sakit dimaksud sangat 
diharapkan oleh sebagian besar 
masyarakat. Hal semacam ini 
akan terjadi konflik kepentingan, 
kalau dalam perumusan arti 
kepentingan umum séndiri hanya 
menyebutkan jenis dan kepen-
tingan umum sendiri, tetapi bukan 
menciptakan arti kepentingan 
umum secara katagori dan 
definitif.
b. Panitia pengadaan tanah
Keberhasilan atau kekacau-
an serta penyimpangan yang 
terjadi dalam pelaksanaan pe-
ngadaan tanah juga sangat 
bergantung pada Panitia Pe-
ngadaan Tanah. Secara garis 
besar, peran dan kedudukan 
Panitia Pengadaan Tanah dalam 
Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2006 merujuk 
pada Keputusan Presiden Nomor 
55 Tahun 1993. Namun ada 
perbedaan dalam kesan indepen-
densi Panitia Pengadaan Tanah 
menurut Peraturan Presiden dan 
Keputusan Presiden.
Peraturan Presiden menye-
butkan bahwa musyawarah 
dilakukan secara langsung antara 
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pemegang hak atas tanah 
bersama Panitia, dan instansi 
pemerintah atau pemerintah 
daerah. Hal ini mengesankan 
Panitia Pengadaan Tanah 
merupakan partisipan dalam 
musyawarah.Sedangkan da-
lam Keputusan Presiden 
disebutkan bahwa musyawa-
rah dilakukan secara lang-
sung antara pemegang hak 
atas tanah bersangkutan 
dan instansi pemerintah yang 
memerlukan tanah.Hal ini 
mengesankan Panitia Penga-
daan Tanah lebih indepen-
den. Kedepannya Panitia 
Pengadaan Tanah harus 
berperan sebagai fasilitator 
yang independen.
c. Penetapan bentuk dan 
besarnya ganti rugi
Peraturan Presiden tidak 
menjabarkan lebih lanjut 
bentuk ganti kerugian non-
fisik. Kerugian yang bersifat 
non-fisik meliputi hilangnya 
pekerjaan, bidang usaha, 
sumber penghasilan, dan 
sumber pendapatan lain 
yang berdampak terhadap 
penurunan tingkat kesejahte-
raan seseorang. Ganti rugi 
non-fisik bersifat komplemen-
ter terhadap ganti rugi yang 
bersifat fisik.Ganti rugi yang 
bersifat adil adalah apabila 
keadaan setelah pengambil-
alihan paling tidak setara 
dengan keadaan sebelum-
nya, di samping itu ada 
jaminan terhadap kelangsungan 
hidup mereka yang tergusur. 
Peraturan Presiden yang me-
ngatur pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang berlaku 
saat ini belum mengakomodir hal 
tersebut.
Dalam implementasinya prin-
sip kepentingan umum dalam 
pengadaan tanah untuk pem-
bangunan yang tertuang dalam 
Perpres No. 65 Tahun 2006, belum 
sesuai dengan asas-asas Hukum 
Tanah Nasional. Masih ada yang 
terlanggar dari asas-asas ini yaitu 
mengenai penitipan ganti rugi ke 
Pengadilan Negeri bila jalan 
musyawarah tidak selesai dan 
belum adanya pengertian yang 
tegas dan jelas mengenai 
kepentingan umum. Sehingga 
menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di masyarakat.
Konflik pertanahan yang 
semakin rumit dan tidak me-
nunjukkan penurunan tensi ini 
banyak terjadi karena kelemahan 
regulasi, terutama dalam konteks 
pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. Kehadiran 
RUU Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan yang diharapkan 
mampu menjadi penengah dari 
masalah yang ada malah 
mendapat perlawanan dari 
sejumlah elemen masyarakat.
Salah satu kritik utama terhadap
RUU ini adalah pengadaan lahan 
untuk pembangunan yang 
meliputi pengadaan lahan untuk 
kepentingan umum dan kepen-
tingan usaha swasta. Pengaturan 
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pengadaan lahan untuk 
swasta ini menunjukkan 
bahwa RUU Pengadaan 




a. Kewenangan atribusi 
dalam kewenangan 
negara melakukan pen-
cabutan hak atas tanah 
demi pembangunan 
kepentingan umum da-
pat kita lihat dari 
legitimasi peraturan per-
undang-undangan yang 
dasar yakni konstitusi 
dalam hal ini UUD 1945 
yang nyata terlihat dan 
memberikan kewenang-
an atribusi kepada 
negara dalam ini 
pemerintah yakni di
dalam UUD 1945 Pasal 
33 ayat (3).
b. Pelaksanaan kewenang-
an negara melakukan 




delegasi ini dapat kita 
lihat dari Pencabutan 
hak dalam keadaan 
memaksa untuk kepen-
tingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa 





bangan Menteri Agraria, 
Menteri Kehakiman dan 
Menteri yang bersangkutan. 
Hal ini dapat kita lihat dalam 
Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak atas 
Tanah dan Benda-benda 
yang Ada Diatasnya.
c. Umumnya kewenangan 
mandat diberikan dalam
hubungan kerja internal 
antara atasan dan bawah-
an.Tidak terjadi pengakuan 
kewenangan atau pengalih-
tanganan kewenangan da-
lam arti yang diberi mandat 
hanya bertindak untuk dan 
atas nama yang memberikan 
mandat. Dalam pelaksanaan 
kewenangan negara me-
lakukan pencabutan hak 
atas tanah bias terjadi di 
dalam hierarki atasan dan 
bawahan dalam pelaksanan-
nya dikarenakan  alasan ter-
tentu.
d. Hambatan yang terbesar 
adalah permasalahan regu-
lasi. Aspek material yang 
menimbulkan masalah an-
tara lain definisi dan cakupan 
kepentingan umum, mekanis-
me pengadaan tanah, 
bentuk dan dasar perhi-
tungan ganti rugi. Kesemua-
nya itu harus diatur dengan 
jelas melalui peraturan yang 
setingkat Undang-undang 
bukan dengan peraturan 
dibawahnya. 
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e. Dalam implementasinya 
prinsip kepentingan 
umum dalam pengada-
an tanah untuk pem-
bangunan yang ter-
uang dalam Perpres 65 
Tahun 2006, belum 
sesuai dengan asas-asas 
Hukum Tanah Nasional. 
Masih ada yang ter-
langgar dari asas-asas ini 
yaitu mengenai penitip-
an ganti rugi ke 
Pengadilan Negeri bila 
jalan musyawarah tidak 
selesai (sistem konsinyasi) 
dan belum adanya 
pengertian yang tegas 






a. Kewenangan negara 
dipahami dalam kerang-
ka hubungan antara 
negara dengan bumi, 
air dan kekayaan alam 
di dalamnya sebagai 
hubungan penguasaan, 
bukan hubungan pemi-
likan seperti halnya yang 
terjadi di negara barat 
dan komunis. Negara 
dalam hal ini sebagai 




lam arti luas serta 
menentukan dan mengatur 
hubungan hukum dan per-
buatan hukum berkenaan 
dengan tanah. Sebagai pe-
nerima kuasa, maka negara 
harus bertanggung jawab 
kepada masyarakat sebagai 
pemberi kuasa. Negara harus 
tetap mementingkan masya-
rakat bukan kepentingan 
golongan tertentu.
b. Dalam pelaksanaan kewe-
nangan pencabutan hak 
atas tanah demi pem-
bangunan kepentingan 
umum, yang paling urgen 
dan perlu untuk segera di 
perbaiki adalah hambatan 
regulasi yang lemah. Kekua-
saan negara terhadap tanah 
ini bukan kekuasaan mutlak, 
maksudnya kekuasaan mu-
tlak bisa berbuat apa saja 
terhadap tanah, air dan 
wang angkasa, akan tetepai 
kekuasaan negara ini 
sebatas menguasai, dan 
dasar dan penguasaan ini 
harus jelas karena dari rakyat 
atau kepentingan umum.
c. Pemerintah perlu mengatur 
lebih jelas berkenaan de-
ngan masalah ini dikarena-
kan program pembangunan 
akan terus berjalan dari 
tahun ke tahun, dan 
sengketa tanah atau lahan 
akan tetap menjadi masalah 
dan menjadi bom waktu 
dalam setiap program 
pembangungan yang akan 
dilaksanakan. Perlu adanya 
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regulasi yang jelas, kuat, 
dan juga tidak memihak 
dan tidak merugikan 
hak-hak rakyat yang 
tanahnya diambil untuk 
pembangunan.
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